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RINGKASAN

Persoalan jual beli tanah dewasa ini masih menjadi masalah yang sangat
menarik untuk dibicarakan. Peraturan tentang jual beli tanah tidak sepenuhnya
dapat ditaati oleh masyarakat. Sebagian dari masyarakat masih ada yang
mengabaikan peraturan tentang jual beli tanah utamanya mengenai pendaftaran
jual beli tanah. Masyarakat dalam melakukan jual beli tanah masih ada yang tidak
menggunakan jalur PPAT. Sehingga apabila terjadi sengketa akan menimbulkan
permasalahan yang rumit. Sangatlah penting bagi kita untuk mengkaji hal-hal
vang berkaitan dengan ketentuan tentang jual beli tanah untuk dijadikan sebagai
pijakan dalam melakukan jual beli tanah itu.

Bermula dari hal tersebut, dalam menyusun skripsi ini penyusun
mengambil judul ** Pengakuan jual beli sepihak tanah milik di desa Jatianom Kec.
Susukan Kab. Cirebon setelah berlakunya UUPA™. Sehubungan dengan itu
penyusun mengadakan studi kasus dari putusan Mahkamah Agung No.
1363.K/Pdt/1996 dan sebagai faktanya adalah kasus jual beli tanah antara Ny.
Suci dengan Ny. Umirah yang tidak didasari oleh adanya kata sepakat antara
kedua belah pihak sehingga menimbulkan suatu akta pengakuan jual beli secara
sepihak. '

Dalam  pembahasan terhadap kasus tersebut, permasalahan yang
dihadapkan adalah bagaimana akibat hukumnya terhadap akta pengakuan jual beli
secara sepihak, dan apakah dasar-dasar yang digunakan oleh Hakim sebagali
pertimbangan didalam memutus perkara. Berangkat dari permasalahan tersebut
maka dalam menyusun skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi salah satu
syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari akta pengakuan jual
beli yang dilakukan secara sepihak.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal

X1l
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dari peraturan-peraturan yang ada dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan
permasalahan.

Hasil yang diperoleh dari permasalahan adalah akibat hukum terhadap akta
pengakuan jual beli tanah secara sepihak adalah tidak sah, hal ini disebabkan oleh
perjanjian jual beli yang terjadi tidak beritikad baik dan tidak memenuhi ketentuan
dalam Pasal 1320 KUHPerdata; hukum yang seharusnya diterapkan untuk
melakukan jual beli tanah milik oleh masyarakat desa adalah Undang-Undang no.
5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 telah diganti dengan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dimana dalam Pasal 5 disebutkan
bahwa Hukum Agraria berpedoman pada Hukum Adat.

Sebagai saran dari penyusun dalam melakukan perjanjian jual beli tanah
hendaknya berhati-hati, juga Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya
memperhatikan status kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dan hukum

mana yang harus dijadikan pedoman dalam memutus suatu perkara.

X1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang
tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk
matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Oleh karena itu. dalam
kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa dipisahkan dengan tanah.

Tanah bagi kehidupan manusia tidak saja memiliki nilai ekonomis dan
kescjahteraan semata-mata sebagaimana anggapan sementara orang, tetapi lebih
jauh tanah mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah sosial, politik,
psikologi, kultur, religius, bahkan juga mengandung aspek pertahanan keamanan.
(Abdurrahman, 1978 : 37-38)

Di dalam perkembangan hubungan antara manusia dengan tanah, maka
timbul berbagai macam perbuatan hukum yang menyangkut masalah tanah,
misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, hipotik dan sebagainya. Di antara
berbagai macam perbuatan hukum tersebut yang akan dibahas adalah masalah
perjanjian jual beli tanah.

Pada umumnya jual beli hak atas tanah itu dibuatkan suatu akta berupa
pernyataan dari pihak penjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli
dan telah menerima harga yang ditentukan dan sejak saat itu ia bukan lagi sebagai
pemilik dari tanah yang bersangkutan, karena sudah beralih menjadi milik
pembeli. (Hilman Hadikusuma, 1974 : 108)

Manusia dalam kehidupannya selain sebagai makhluk individu, ia juga
sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Di dalam kedudukannya sebagai
makhluk sosial, maka manusia mempunyai kecenderungan untuk berhubungan
dengan sesamanya atau melakukan interaksi sosial antara sesamanya yang kadang
kala menyebabkan konflik. Konflik atau sengketa haruslah diselesaikan menurut

prosedur yang berlaku, sesuai dengan rasa kemanusiaan dan tidak melakukan

perbuatan main hakim sendiri (eigen rechting). Sering kali terjadi didalam

masyarakat bahwa suatu sengketa atau konflik diselesaikan dengan jalan

i ———————
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kekerasan, arogansi dan huru hara yang mengakibatkan kerugian harta, benda dan
bahkan nyawa. Hal tersebut bukanlah suatu cara yang tepat untuk menyelesaikan
masalah, melainkan menghambat penyelesaian masalah dengan menimbulkan
permasalahan baru yang semakin rumit.

Perkembangan masalah pertanahan dalam masyarakat selalu berkembang
seiring dengan meningkatnya laju perkembangan penduduk yang semakin lama
semakin meningkat sejalan dengan peningkatan laju pembangunan yang
dilaksanakan saat ini. Perkembangan laju penduduk ini tentunya berpengaruh
pada peningkatan kebutuhan manusia terhadap tanah.

Kenyataan dalam praktek di lapangan upaya untuk mendapatkan tanah
melalui jual beli bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab adanya peraturan hukum
vang harus ditaati dalam hal cara-cara mendapatkan tanah tersebut, namun
terkadang hal itu diabaikan begitu saja oleh anggota masyarakat tertentu, sehingga
keinginan mereka untuk memiliki sebidang tanah dilaksanakan dengan tidak
mengikuti aturan yang berlaku yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik
bagi dirinya sendiri maupun pihak-pihak lainnya. Pelanggaran ini pada dasarnya
dilaksanakan sebagai tindakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh adanya
keinginan untuk mendapatkan sebidang tanah dengan Jalan pintas secara mudah.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengenai
pendaftaran tanah (merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960) menyebutkan bahwa

* Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan atau meminjam uang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu
akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria (selanjutnya dalam peraturan ini disebut : Pejabat).

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan kepastian pemilik hak atas
tanah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 37 ayat (1)
menyatakan bahwa

* Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
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perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam kasus atau perkara akta pengakuan sepihak jual
beli tanah antara Ny. Suci dengan Ny. Umirah pada perkara No. 14 / Pdt.G / 1995
/ PN. Sbr tanggal 12 Juli 1995, mengandung banyak masalah yang harus dikaji,
karena hal ini menurut perundang-undangan vang berlaku setidak-tidaknya
memerlukan suatu penalaran dan pengetahuan yang luas dari para hakim dalam
memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun ingin mengemukakan suatu
analisa atau penalaran yang tentunya tidak menyimpang dari disiplin ilmu hukum
untuk menentukan suatu kebenaran ilmiah mengenal permasalahan akta
pengakuan jual beli tanah secara sepihak tersebut. Ruang lingkup penulisan ini,
penyusun batasi dalam analisa tentang akta pengakuan tersebut.

Analisa yang penyusun utarakan tersebut, akan dijabarkan lebih Jauh lagi
dalam bentuk penulisan skripsi yang penyusun beri judul “ PENGAKUAN
SEPIHAK JUAL BELI TANAH MILIK DI DESA JATIANOM
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA (Studi Kasus Putusan MA No. 1363.K/Pdt/1 996) «

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan
permasalahan, sebagai berikut
a. bagaimana akibat hukum terhadap jual beli tanah secara sepihak dengan
akta di bawah tangan ?
b. hukum mana yang seharusnya diterapkan untuk melakukan Jjual beli tanah

milik antara Ny. Suci dengan Ny. Umirah ?
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1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua macam vaitu

1.3.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah

a. guna memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember;

b. untuk dapat mengkaji dan memahami permasalahan hukum sesuai dengan
perkembangan masyarakat sehingga dapat memberikan tambahan
informasi yang dianggap penting oleh masyarakat;

¢. untuk mengembangkan dan menelaah pengetahuan yang didapat dibangku
kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.

1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :
a. untuk mengetahui akibat hukum jual beli tanah secara sepithak dengan akta
di bawah tangan;
b. untuk mengetahui dasar hukum yang seharusnya diterapkan untuk

melakukan Jual beli tanah milik antara Ny. Suci dengan Ny. Umirah.

1.4 Metodologi

Sebuah karya tulis ilmiah selalu mempunyai metode-metode tertentu yang
menuntun  pada pemecahan-pemecahan masalah, dengan menggunakan
pendekatan tertentu, data-data, instrumen serta pengolahan data menjadi hasil
yang kongkrit yang bersifat ilmiah. Metodologi pada hakekatnya memberikan
pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Universitas Jember,

1998:17) .
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1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode yuridis normatif. Metode ini adalah suatu pendekatan masalah
dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan

teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber

data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data
sekunder, yang diperoleh dengan mempelajari -

1. membaca buku-buku atau literature;

2. undang-undang;

3. peraturan pemerintah;

4. data yang berupa putusan-putusan pengadilan di majalah Varia Peradilan.
Kemudian data-data tersebut dikaji berdasarkan metode analisis data untuk

memperoleh kesimpulan,

1.43 Metode Pengumpulan Data

Di dalam rangka mengumpulkan data atau informasi yang ada
hubungannya dengan obyek atau permasalahan, instrumen atau alat pengumpulan
data memegang peranan yang sangat penting dalam pengumpulan data, karena
Jikalau alat-alat yang digunakan salah atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada
akan menghasilkan data yang salah pula, maksudnya data yang diperoleh tidak
sesual dengan pokok permasalahan. Metode vang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu
suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan
mempelajari literature, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah dan

majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember ¢

1.4.4 Analisa Data

Setelah data-data yang di perlukan dapat terkumpul, selanjutnya disusun
secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan Metode diskriptif kualitatif
artinya suatu penarikan kesimpulan dengan analisa data secara logika. Hal ini
maksudnya untuk mengkaitkan antara data-data yang diperoleh sehingga
merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Berdasarkan data yang
diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat dipergunakan untuk membahas
permasalahan yang ada. Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-
hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus ( Soemitro, 1990:
39).
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2.1 Fakta

Kasus pertanahan di Indonesia hingga saat ini, sudah dapat dikategorikan
dalam perkara tingkat pertama. Maksudnya adalah bahwa kasus pertanahan
tersebut sering banyak terjadi dan beraneka ragam.

Mengenai kasus pertanahan tentang akta pengakuan septhak jual beli tanah
yang akan diuraikan dalam penulisan ini, penyusun mengangkat kasus putusan
Pengadilan Negeri Sumber No. 14/Pdt.G/ 1995/PN.Sbr, tanggal 12 Juli 1995
sampai putusan Mahkamah Agung No 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juli 1998.

Perkara akta pengakuan sepihak jual beli tanah tersebut pada intinya
adalah sebagai berikut, Ny. Suci istri seorang Kepala desa bernama Wasdjan
mempunyai seorang anak bernama Ardadi, mercka diam di desa Jatianom. Kec.
Susukan, Kab. Cirebon. Ny.suci memiliki dan menguasai serta menggarap dua
bidang sawah sejak tahun 1974, karena ia telah membeli sawah tersebut dari Ny.
Umirah dan anaknya Aripin sebagaimana ternyata dalam surat tanda tangan diatas
kertas segel yang diketahui oleh Kepala Desa dengan dibubuhi stempel desa :

I. pada tanggal 5 Februari 1974, Ny. Suci membeli dari Ny. Umirah

sawah Ppersil C 1487-62 Klas IV. luas 2 Bau, desa Jatianom;

2. pada tanggal 10 April 1974, Ny. Suci membeli dari Ny. Umirah Sawah

persil C 1487-62 Klas IV luas 2,5 Bau;
Setelah lebih dari 20 tahun lamanya menggarap tanah sawah tersebut, pada tahun
1995, Ny. Suci dan anaknya merasa terganggu ketenangannya karena Ny. Umirah
menyuruh orang lain untuk meminta kembali tanah sawahnya tersebut dari
penguasaan Ny. Suci dan anaknya, dengan alasan Ny. Umirah dan anaknya Aripin
sebagai pemilik kedua bidang tanah tersebut merasa tidak pernah menjualnya

kepada Ny. Suci, Ny. Umirah beranggapan kedua sawah tersebut dirampas dan

dikuasai oleh Ny. Suci istri Kepala Desa pada saat Ny. Umirah pindah ke Cirebon

mengikuti suaminya.
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Ny. Suci menolak tudingan Ny. Umirah bahwa ia merampas tanah sawah
tersebut dari tangan Ny. Umirah. Ny. Suci dan anaknya Ardadi tetap merasa
berhak atas kedua bidang sawah tersebut karena telah terjadi jual-beli sawah
antara mereka sebagaimana ternyata dalam “Surat Tanda Tangan diatas kertas
segel yang diketahui oleh Kepala Desa™. Karena merasa terganggu atas ulah Ny.
Umirah, maka Ny. Suci dan anaknya Ardadi melalui kuasanya mengajukan
gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumber terhadap Ny. Umirah sebagai
tergugat | dan Aripin sebagai tergugat II, dengan tuntutan/petitum yang pokoknya
sebagai berikut :

I. menyatakan transaksi jual-beli sawah sengketa antara Ny. Suci dengan Ny.
Umirah, yang tercantum dalam “Surat Tanda Tangan™ tanggal 5 Februari 1974
dan Surat Tanda Tangan tanggal 10 April 1974 adalah syah menurut hukum:

2. menyatakan penggugat Ny. Suci adalah pemilik syah tanah sawah sengketa;

3. menghukum tergugat bersama-sama penggugat menghadap PPA'l' untuk
membuat Akta Jual Beli tanah sawah sengketa;

4. menyatakan bila tergugat tidak bersedia hadir menghadap PPAT dalam
membuat Akta Jual Beli tersebut, maka penggugat ditunjuk sebagai kuasa sah
dari tergugat untuk mewakili tergugat menandatangani Akta Jual Beli tanah
sebagai pihak penjual;

5. menyatakan sita jaminan atas tanah sawah sengketa adalah sah dan berharga:

6. menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa
(dwangsom) Rp. 500.000,-/hari bila lalai memenuhi isi putusan ini dihitung
sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Atas gugatan Ny. Suci diatas pihak tergugat Ny. Umirah dan anaknya
Aripin melalui kuasanya mengajukan gugatan balasan atau Rekonpensi terhadap
Ny. Suci dan anaknya Ardadi dengan tuntutan sebagai berikut :

I. menyatakan sawah-sawah sengketa adalah milik Aripin (penggugat
Rekonpensi);

2. menghukum tergugat Rekonpensi Ny. Suci Cs. mengembalikan dua bidang
sawah sengketa kepada penggugat Rekonpensi;
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3. menghukum tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada penggugat atas
sewa tanah sawah selama 16 tahun padi kering sebanyak 14 ton;

4. menghukum tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar uang
paksa Rp. 2.500,00 / setiap hari tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut diatas,
mengabulkan gugatan Konpensi untuk sebagian dan menyatakan gugatan
Rekonpensi tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan ini diajukan dengan tidak
memenuhi prosedure yang berlaku.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Ny. Umirah Cs. menolak putusan
tersebut dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat
di Bandung. Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam
putusannya memberikan putusan dengan amar : menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Sumber No. 14/Pdt.G/1995/PN _Sbr tanggal 12 Juli 1995,

Ny. Umirah Cs. menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan
mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan kasasi antara
lain :

I. Judex facti keliru dalam menilai pembuktian bukti P1 dan P2, sehingga keliru
dalam menerapkan pertimbangan hukumnya;

2. Surat Tanda Tangan diatas Segel tersebut, tidak mencerminkan tujuan
pemindahan hak tanah (jual-beli);

3. hanya penjual yang tanda tangan. Tidak diterangkan siapa yang membeli dan
siapa yang menyerahkan uangnya;

4. Kepala Desa dengan Ny. Suci adalah suami istri sehingga mudah membuat
segel dan mencapnya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung setelahh memeriksa perkara ini
berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti yang diajukan, akhirnya Majelis
Mahkamah Agung memberi putusan dengan amar : membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Bandung No. 452/Pdt/1995/PT.Bdg dan putusan Pengadilan
Negeri Sumber No. 14/Pdt.G/1995/PN.Sbr dan mengabulkan gugatan Penggugat
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Rekonpensi, menyatakan tanah sawah sengketa tersebut adalah milik Penggugat

Rekonpensi Aripin, dst....... - A

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi tentang akta

pengakuan sepihak ini adalah sebagai berikut :
Kitab Undang-undang IHukum Perdata :

L.

a.

Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

|. sepakat mereka yang mengikatkan diri;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal;

Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pthak vang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak vang
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Pasal 1867

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik
maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan,

Pasal 1868

Suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. yang
berkuasa ditempat dimana akta itu dibuat;

Pasal 1874

Sebagai tulisan dibawah tangan dianggap akta yang ditandatangani
dibawah tangan, surat —surat register, surat urusan rumah tangga dan lain-
lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum,

Pasal 1878

Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang
tunai atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu
harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sipenandatangan
sendiri atau paling sedikit, selainnya tanda tangan, harus ditulis dengan
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tangannya sipenandatangan sendiri suatu penyetujuan yang memuat
Jumlah atau besarnya barang yang terutang;
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria terdapat dalam
a. Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepenntingan nasional
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama,

b. Pasal 6
Semua Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial;

c. Pasal 19 ayat (1)
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

d. Pasal 20 ayat (1)
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal
6;

e. Pasal 20 ayat (2)
Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah

L

Pasal 37 ayat (1) yaitu Peralihan Hak Atas Tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun melalui jual beli , tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan Jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,
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2.3. Landasan teori

2.3.1 Pengertian Akta

Dalam Hukum Acara Perdata akta merupakan salah satu dari alat bukti
tertulis. Mengenai pengertian akta banyak para ahli (para sarjana) yang
memberikan definisi-definisi. Pengertian mengenai akta ini adalah sebagai
berikut;

1. Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata™
menyatakan bahwa akta (surat Akta) adalah suatu tulisan yang semata-mata
untuk membuktikan sesuatu hak atau peristiwa, karenanya suatu akta harus
selalu ditandatangani (1996 :178):

2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara
Perdata Indonesia™ menyatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda
tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian
(1993:120);

3. A Pitlo mengartikan akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat
untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk
keperluan siapa surat itu diperbuat (Victor M. Situmorang dan Cormentyna
Sitanggang, 1991:50);

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan akta adalah surat tanda bukti
vang berisi pernyataan atau ketentuan, pengakuan, keputusan tentang
peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan vang berlaku, disaksikan
dan disahkan oleh pejabat umum (1991:19).

Bertitik tolak dari definisi-definisi tersebut diatas, bahwa tidak semua
surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat tertentu yang memenuhi syarat
tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi
supaya suatu surat dapat disebut akta (Victor M. Situmorang dan Cormentyna
Sitanggang, 1991:52) adalah sebagai berikut -

1. surat itu harus ditandatangani;

2. surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak atau

perikatan;
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3. surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Sedangkan macam-macam akta, sebagaimana disebut dalam Pasal 1867
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pembuktian dengan tulisan
dilakukan dengan tulisan-tulisan Otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah

tangan.

a. Akta Autentik (authentic acta)
Di dalam Heizien Indonesis Reglement (HIR) akta autentik diatur dalam
Pasal 165, yang bunyinya sebagai berikut :

“Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat
yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti vang lengkap antara
para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak
daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang
tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka akan tetapi yang
terakhir in1 hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya
dengan pokok daripada akta”.
Pejabat yang dimaksud antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai
Catatan Sipil, Hakim dan sebagainya.
Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur pula
mengenal pengertian akta autentik, yang bunyinya :

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”

Contoh akta autentik antara lain: akta-akta catatan sipil, akta jual -beli, akta sewa-

menycwa.

b. Akta Di Bawah Tangan (Onderhand acta)

Akta di bawah tangan adalah akta yang dengan sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata
dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Mengenai akta di bawah tangan ini diatur dalam Staatsblad Tahun 1867
Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur
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dalam Pasal 286 sampai 305 Rbg. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1874-1880. Termasuk dalam pengertian surat
dibawah tangan menurut Pasal 1 Staatsblad Tahun 1867 nomor 29 (Pasal 1874
KUHPdt, 286 Rbg) akta di bawah tangan ialah surat-surat daftar (register), catatan
mengenal rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan

seorang pejabat (Sudikno Mertokusumo, 1993:127),

2.3.2 Pengertian Akta Jual Beli Tanah

Akta jual beli tanah adalah akta perolehan hak atas tanah yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT), yang kemudian setelah dibuatkan akta jual
belinya dapat didaftarkan dalam pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan
Nasional (BPN).

PPAT melakukan tindakan tersebut berdasarkan atas wewenang yang
diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari
mekanisme tersebut dapat dilihat bahwa rangkaian perbuatan atas tindakan hukum
berupa pendaftaran tanah yang berasal dari jual beli harus didahului oleh
pembuatan akta jual beli tanah dan pengesahan jual beli tanah vang bersangkutan
oleh seseorang pejabat yang disebut PPAT. Tanpa adanya pengesahan jual beli
tanah oleh PPAT, maka tanah yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan pada
Instansi atau Kantor Pertanahan (Paulus Effendie Lotulung, 1996 : 17-18),

2.3.3 Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Hak milik (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh
perseorangan atas sebidang tanah terteniu yang terietak didalam wilayah hak
ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Purbacaraka dan Halim,
1989:27).

Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.
5 Tahun 1960 merupakan hak turun-temurun’ terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial sebagaimana ketentuan
Pasal 6 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tersebut.
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Hak milik atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegang hak
untuk mempergunakan tanah tersebut baik untuk usaha pertanian maupun untuk
mendirikan bangunan-bangunan demi memperoleh manfaat lain sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana batas waktu hak
milik atas tanah tidak terbatas tergantung dari pemilik tanah tersebut.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok
agraria Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain. Kata “beralih™ mengandung arti bahwa suatu peralihan hak atas
tanah dikarenakan seseorang vang mempunyai sesuatu hak atas tanah meninggal
dunia, maka hak tersebut dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya.
Sebaliknya yakni kata “dialihkan™ adalah hak yang dilahirkan dengan sengaja
supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak
pihak lain. Dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi melalui suatu
perbuatan hukum tertentu berupa jual-beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat
(Soehadi, 1981:47)

Dalam Pengertian hak milik atas tanah secara yuridis, terdapat dua unsur
yang harus dipenuhi yaitu sifat dan ciri-ciri hak milik. Pengertian sifat dan ciri-ciri
hak milik adalah sebagai berikut :

1. Sifat Khas dari hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh ;
a. Turun temurun artinya :
Hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang yang
mempunyai hak, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila
pemiliknya meninggal dunia.
b. Terkuat menunjukkan :
(1) jangka waktu hak milik tidak terbatas:
(2) haknya terdaftar dan adanya “tanda bukti hak” , hak milik juga hak
yang terkuat, karena terdaftar dan yang empunya diberi “tanda bukti”.
Istilah terpenuh dan terkuat itu tidak berarti tidak terbatas, tetapi

dibatasai oleh kepentingan masyarakat dan orang lain.
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c. Terpenuh artinya :

(1) hak milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya yang
paling luas jika dibandingkan dengan hak yang lain;

(2) hak milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya artinya
seseorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain
dengan hak-hak yang kurang daripada hak milik, sewa menyewa,
membagihasilkan, menggadaikan, menyerahkan tanah kepada orang
lain dengan hak guna bangunan (HGU) atau hak pakai;

(3) hak milik tidak berinduk kepada hak tanah lain, karena hak milik
adalah hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak lain kurang penuh;

(4) dilihat dari peruntukkannya hak milik juga tidak terbatas.

2. Cirni-cini Hak Milik :

a. dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hipotik  atau
creditverband;

b. dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain, dihibahkan dan
diberi dengan wasiat;

¢. dapat dilepaskan oleh yang punya sehingga tanahnya menjadi milik
negara;

d. dapat diwakafkan;

e. pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapa benda itu

berada (Sochadi, 1981:48).

Oleh karenanya hak milik seseorang atas tanah dapat meliputi sebidang
tanah atau beberapa bidang tanah. Untuk itu ada beberapa hal vang berbeda
dengan perwujudan hak milik atas tanah yaitu berupa peralihan atau pemindahan
dan pendaftaran hak milik begitu juga kemungkinan hapusnya hak milik (Soehadi,
1981:50).

2.3.4 Pengertian Jual Beli Tanah
Jual Beli menurut R. Subekti adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam
mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas

suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar
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harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik
tersebut (1996:161).

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jual beli adalah
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan. Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan,
bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat
mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang dijual-belikan itu serta
harganya, biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum
dibayar.

Dalam UU No. 5§ Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
(disingkat UUPA) tidak kita temukan mengenai pengertian Jual beli tanah,
Sebelum dikeluarkannya UUPA, hal-hal yang mengatur tentang tanah baik dari
segi lembaga maupun hubungan hukumnya bersumber pada Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. Konsep yang diambil oleh UUPA
adalah konsep hukum adat.

Pada pokoknya bahwa hukum adat dijadikan sebagai dasar UUPA, maka
pengertian jual beli hak milik atas tanah menurut UUPA didasarkan pula pada
pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat.

Menurut K. Wantjik Saleh, S.H. pengertian jual beli tanah menurut hukum adat -
Adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual
menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya
pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah
tersebut pada penjual. Sejak saat itu, hak atas tanah telah beralih dari
penjual kepada pembeli (1990:30).

Menurut Imam Sudiyat:
Menjual lepas (Indonesia); adol plas runtumurun; pati — bogor (Jawa);
menjual jaja (Kalimantan), yaitu menyerahkan tanah untuk menerima
pembayaran sejumlah uang secara tunai tanpa hak menebus kembali. Jadi
pembayaran itu berlaku seterusnya / selamanya (1981:28).

Dalam hukum adat jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang
mempunyai sifat tunai, riil, dan terang Dikatakan sebagai “tunai”, artinya

penyerahan haknya oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran
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harganya oleh pembeli, dengan perbuatan hukum jual beli tersebut maka seketika
itu juga terjadi peralihan hak. Harga yang dibayarkan pada saat penyerahan hak
tidak harus lunas atau penuh dan hal ini tidak mengurangi sifat “tunai” tadi. Kalau
ada selisih atau sisa dari harga, maka hal tersebut dianggap sebagai hutang
pembeli kepada penjual yang tunduk pada hukum hutang piutang,

Sifat “riil” berarti bahwa kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti
dengan perbuatan yang nyata untuk menunjukkan tujuan jual beli tersebut.
misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual dan dibuatnya perjanjian
dihadapan Kepala Desa.

Sifat “terang” berarti bahwa untuk perbuatan hukum tersebut haruslah
dilakukan dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak
melanggar hukum yang berlaku.

Dengan dilakukan dimuka Kepala Desa, jual beli menjadi terang dan
bukan perbuatan hukum yang gelap. sehingga pembeli mendapat pengakuan dari
masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru. Dan pada umumnya,
dari pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah tersebut dibuatkan suatu surat atau
akta yang isinya merupakan pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pihak penjual telah menjual tanahnya pada pembeli, dan sejak saat itu penjual
bukan pemilik lagi dari tanah yang bersangkutan karena sudah beralih dan
menjadi milik pembeli (K. Wantjik Saleh, 1990:32).

a. Syarat Sahnya Jual Beli

Untuk syarat sahnya jual beli hak milik atas tanah tetap mengacu pada
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan syarat yang
bersifat umum terhadap semua macam perjanjian, vaitu -

1. Kkata sepakat;

[}

kecakapan;

3. hal tertentu;

4. sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua

syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir
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disebut syarat obyektif karena mengenai obyek, yaitu apa yang dijanjikan oleh
masing-masing yang merupakan isi perjanjian atau apa yang dituju oleh para
pihak dengan membuat perjanjian tersebut (R. Subekti, 1989:25),

Mengenai Syarat Subyektif tentang kesepakatan (konsensus) yang menjadi
dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan
kehendaknya. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan
adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut (tidak ada paksaan, kekhilafan
atau penipuan).

Tentang Kecakapan, bahwa orang yang membuat perjanjian harus cakap
atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Setiap orang adalah cakap
untuk membuat perikatan, kecuali oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap,
orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum
dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Untuk syarat obyektif yaitu obyek perjanjian mengenai hal tertentu, dalam
hal ini hanya barang-barang yang boleh diperdagangkan saja yang dapat dijadikan
pokok perjanjian dan setiap perjanjian harus mempunyai obyek atau sebagai
pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Selanjutnya tentang sebab / kausa yang halal, yang merupakan isi atau maksud
Perjanjian itu harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan
Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif, maka dapat dimintakan
pembetulan pada hakim. Namun tidak demikian terhadap syarat obyektif. Apabila
tidak dipenuhinya syarat obyektif, maka perjanjian itu batal demi hukum (tanpa
perlu diajukan / dimintakan pada Hakim).

Setelah berlakunya Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria maka BAB Il Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang yang
mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dicabut,

Dengan adanya jual beli tanah hak milik seyogyanya dilakukan menurut Undang-

undang pokok agraria.
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Setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak milik atas
tanah atau jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh
dan dihadapan pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah PPAT. Hal ini perlu
dilakukan demi kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah .
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Secara Sepihak Dengan Akta
Dibawah Tangan

Berdasarkan perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sumber No.
14/Pdt.G/1995/PN Sbr dapat dinyatakan bahwa jual beli tanah yang dilakukan
oleh Ny. Suci dengan Ny. Umirah dilaksanakan dihadapan Kepala Desa Jatianom,
kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam surat
tanda tangan bersama tertanggal 5 Februari 1974 dan tanggal 10 April 1974 untuk
itu, dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan Kepala Desa
bukan PPAT.

Secara umum jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana
pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu
barang, sedang pihak yang lainnya (si penjual) berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut
(Subekti, 1989:1).

Sedangkan dalam Hukum Adat jual beli tanah adalah perbuatan hukum
yang mempunyai sifat tunai, riil, dan terang. Perjanjian jual beli tanah antara
Ny.suci dengan Ny. Umirah dalam hal ini dibuat menurut Hukum Adat, karena
dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat.

Jual beli yang terjadi dengan itikad baik, terang dan tunai yang berlaku
menurut Hukum Adat di Desa tetap sah walaupun tidak (belum) dibuat akta resmi
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Tentang
akta dibawah tangan sebagai alat bukti dapat dikatakan juga sah menurut Hukum
Perundang-undangan, dengan Kata lain apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh
Pasal 37 ayat (1) tersebut adalah bertujuan baik untuk mewujudkan kepastian
hukum yang kuat, tetapi pada kenyataannya masih sukar diterapkan.

Hal ini terjadi karena dalam sistem Perundang-undangan dan sistem

hukum di Indonesia menghendaki adanya suatu alat bukti dan saksi yang kuat.

Bt BT Popnustakaan

e S —
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Tanpa kedua hal tersebut mustahil pembuktian dapat dilaksanakan. Hal ini juga
mengingat bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan dalam surat menyurat atau
pemalsuan sertifikat dan perjanjian baik itu autentik maupun di bawah tangan,
oleh karena itu dalam hal ini antara Hukum Perdata dan Hukum Adat harus ada
suatu kesinambungan yang mutlak dalam menangani suatu kasus.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 19 September 1970
No. Reg. 123/K/SIP/1970 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa jual
beli beralih karena jual beli sifatnya kontan dan tunai. Keputusan MA tersebut
sesual dengan Hukum Adat. Sedangkan pendaftaran sesuai dengan UUPA No. 5
Tahun 1960 dan peraturan pelaksananya bersifat administrasi belaka.

Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. Reg. 601.K/SIP/1972
berpendapat bahwa, syarat-syarat dalam Pasal 19 UUPA bukan menentukan
syarat untuk sah tidaknya perjanjian jual beli, tetapi hanyalah suatu perjanjian jual
beli yang sah (Hilman Hadikusumo, 1994:123).

Dasar hukum lain yang menyatakan bahwa jual beli secara adat adalah
tetap sah, antara lain:

1. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1082 K/SIP/1973
Menurut yurisprudensi MA, Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidak
merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu jual beli, karcna Pasal 19 PP
No. 10 Tahun 1961 hanya mcrupakan ketentuan administrasi saja, vyaitu
khusus bagi pendaftaran pemindahan hak atas tanah pada kepala kantor
pertanahan ;
2. Keputusan Mahkamah Agung No. 952 K/SIP/1974
Jual beli sah bila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau
Hukum Adat, yaitu dilakukan secara riil, kontan, dan diketahui oleh Kepala
desa. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 hanya merupakan
syarat bagi pejabat agraria (Hilman Hadikusumo, 1994:123).
Atas dasar pertimbangan di atas, maka jual beli hak milik atas tanah secara
adat (yang tidak dilakukan dimuka PPAT), tetapi kalau syarat-syarat yang bersifat
materiilnya dipenuhi, maka jual beli itu adalah sah, artinya mengakibatkan

beralihnya hak milik yang bersangkutan kepada pembeli.
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Permasalahan yang terjadi dari kasus sengketa tanah antara Ny. Suci dan
Ny. Umirah berpangkal pada suatu akta jual beli yang dilakukan secara sepihak
oleh Ny. Suci dengan mana Ny. Suci telah membuat akta jual beli tanah milik Ny.
Umirah. Hal ini dapat terjadi karena notabene Kepala Desanya adalah suami Ny.
Suci sehingga penyegelan itu mudah terjadi baik tanda tangan Kepala Desanya
maupun capnya. Bahkan setelah akta tersebut diteliti tidak diterangkan siapa yang
membeli dan siapa yang menyerahkan uangnya.

Dilihat dari permasalahan tersebut diatas, perjanjian jual beli tanah antara
kedua belah pihak tidak mencerminkan adanya perjanjian sesuai dengan ketentuan
yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. adanya Persetujuan kehendak:
Dalam hal ini akta yang dibuat oleh Ny. Suci tidak didasari oleh persetujuan
kedua belah pihak. Seharusnya perjanjian jual beli dilaksanakan atas dasar
kesepakatan dan seia-sekata antara kedua belah pihak. Hal ini terlihat
dengan tidak adanya identitas dan tanda tangan Ny. Suci selaku pembeli
tanah tanah sawah;

2. kecakapan para pihak:
Dalam hal ini memang benar, bahwa keduanya telah cakap berkehendak;

3. ada hal tertentu:
Hal ini juga tidak ada, artinya dalam akta jual beli tersebut tidak disebutkan
obyeknya dan tidak dicantumkan harga obyek seakan-akan hal demikian
dibuat mudah karena tidak jelas;

4. ada kausa yang halal:
Maksudnya disini adalah bertujuan yang mudah dicapai dari akta tersebut
tidak ada dan isinya tidak jelas;

Ny. Umirah dalam hal ini sebagai penjual tanah merasa tidak menjual
tanah-tanah sawah tersebut kepada siapapun dan tidak pernah / atau tidak merasa
menandatangani diatas segel termaksud. Perjanjian jual beli tanah tersebut jelas

merupakan jual beli secara sepihak, karena tidak adanya kesepakatan antara

pihak-pthak yang bersangkutan. Demikian juga mengenai akta dibawah tangan
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yang dibuatl tidak berdasarkan perjanjian antara penjual dan pembeli tetapi
merupakan pengakuan sepihak oleh Ny. Suci selaku pembeli.

Demikian pula mengenai perjanjian jual beli tanah tersebut dibuat pada
tahun 1974 dimana sudah diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960
dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Dalam kasus sengketa tanah
tersebut, perjanjian dilaksanakan dihadapan Kepala Desa, artinya tidak dikuatkan
lagi melalui PPAT. Sedangkan Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang
dimaksud yang dibuat tanpa akta oleh pejabat yang berwenang, larangan tersebut
kalau dilanggar dipidana dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan dan atau
denda sesuai Pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 10 Tahun 1961. Seharusnya jual
beli hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT, yang berarti Jual
beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. Reg.
72.K/SIP/1973 menyatakan bahwa:  jual beli tanah sesudah berlakunya UUPA
dan Peraturan Pelaksananya (PP No. 10 Tahun 1961 telah diganti dengan PP No.
24 Tahun 1997) hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan didepan
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”. Jual beli tanah apabila tidak
dibuktikan dengan akta jual beli dari PPAT akan menimbulkan akibat hukum a.| -

I pembeli akan mengalami kesulitan untuk membuktikan haknya atas tanah
yang telah dibelinya;

2. tanpa adanya akta jual beli yang dibuat PPAT tidak dapat mengajukan balik
nama atas tanah yang dibeli tersebut dari instansi agraria yang berwenang;

3. kepala Kantor Pendaftaran Tanah-pun akan menolak untuk melakukan
pencatatan peralihan hak tersebut (Effendi Perangin, 1991:29),

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perjanjian jual beli tanah yang
terjadi antara Ny. Suci dengan Ny. Umirah tersebut tidak terbukti sebagai suatu
perjanjian jual beli yang mengikat para pihak. Dan menurut ketentuan Undang-
undang perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena tidak mencerminkan adanya
suatu persetujuan kehendak antara kedua belah pihak. Demikian juga mengenai
akta yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Apabila diajukan sebagai alat
bukti di persidangan, bukti surat tanda tangan diatas kertas segel tersebut menuiui
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hukum pembuktian tidak dapat dipakai sebagal alat bukti yang sah sehingga tidak

mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

3.2 Hukum Yang Diterapkan Untuk Melakukan Jual Beli Tanah Milik
Antara Ny. Suci Dengan Ny. Umirah

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat vaitu Ny. Suci dan
anaknya Ardadi terhadap tergugat Ny. Umirah dan anaknya Aripin, dalam perkara
jual beli tanah secara sepihak yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat
dihadapan Kepala Desa Jatianom pada Pengadilan Negeri Sumber. Berdasarkan
pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri
Sumber memberikan putusan yang amar putusannya menyatakan bahwa kedua
tanah sengketa adalah syah milik penggugat.

Ny. Umirah dan anaknya Aripin (tergugat) menolak putusan Pengadilan
Negeri Sumber tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Majelis Hakim Bandung setelah
memeriksa perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang
menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber beserta pertimbangan
hukumnya adalah sudah benar serta dapat disetujui oleh Majelis Pengadilan
Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara
ini. Dengan alasan tersebut diatas, akhimya Hakim Pengadilan Tinggi
memberikan putusannya vaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber
No. 14/Pdt.G/1995/PN.Sbr tanggal 12 Juli 1995.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Ny. Umirah cs
menolak putusan diatas dan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah
Agung RI. Dimana dalam memori kasasi Ny. Umirah cs mengajukan beberapa
keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan dari Pengadilan
Negeri Sumber dan Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Mahkamah
Agung dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut memberikan

pertimbangan-pertimbangan. Menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup

alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi vang di ajukan oleh pemohon

kasasl tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.
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Mengenai putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri yang
dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dalam hal ini lebih
dititikberatkan pada hukum adatnya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa
kedua belah pihak Pengggugat dan Tergugat adalah orang Indonesia asli yang
tunduk pada hukum adat. sedangkan dalam hukum adat itu sendiri dinyatakan
bahwa transaksi jual beli tanah dilakukan dengan syarat tunai, riil dan terang serta
supaya jual beli menjadi terang, maka harus diketahui oleh pejabat Desa / Kepala
Desa setempat. Oleh karena itu, bukti P1 dan P2 vaitu surat tanda tangan di atas
zegel jual beli yang diketahui Kepala Desa telah memenuhi syarat jual beli tanah
menurut hukun adat. Karena itu jual beli sawah sengketa telah terjadi dan sah.
Tetapi hal itu tidak menjamin bahwa jual beli adalah sah Apabila dikaitkan
dengan kasus jual beli tanah antara Ny. Suci dengan Ny. Umirah yang dilakukan
dihadapan Kepala Desa, dimana Kepala Desanya adalah suami Ny. Suci sehingga
penyegelan itu mudah terjadi baik tanda tangan Kepala Desa maupun capnya.
Begitu pula mengenai isi dari akta tersebut tidak diterangkan siapa yang membeli
dan siapa yang menyerahkan uangnya. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh
pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan
dan memutus perkara sengketa tanah berpedoman pada Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, dimana Mejelis Hakim menyimpulkan bukti Pldan P2 yang
diajukan tergugat rekonpensi (Ny. Suci) berbentuk akta pengakuan sepihak, maka
penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan perjanjian jual belinya tidak memenuhi syarat-syarat
perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tidak
memperhatikan bahwa kedua belah pihak yang berperkara adalah warga negara
Indonesia asli dimana seyogyanya Mahkamah Agung tidak berpedoman pada
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena Kitab Undang-undang Hukum
Perdata diperuntukkan untuk golongan Eropa dan timur asing. Seyogyanya

Majelis Hakim berpegang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebab dalam
Pasal 5 disebutkan bahwa Hukum Agraria berpedoman pada Hukum Adat, dimana
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 memberikan jaminan kepastian hukum pada
setiap peralihan Hak atas Tanah.

Menurut Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 setiap
peralihan Hak atas tanah harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Agraria yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini diatur dalam
Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 bahwa: * Peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ™. Sehingga jelas jual beli
dibawah tangan yang dikuatkan oleh Kepala Desa bertentangan dengan Undang-
undang dan peraturan pemerintah tersebut, sebab perjanjian tersebut dibuat pada
tahun 1974 dimana sudah diberlakukannya Undang-undang No. 5 tahun 1960 dan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (diganti dengan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997), maka kedua belah pihak seharusnya melaksanakan
perjanjian jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak
dihadapan Kepala Desa, dimana sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 kedudukan Kepala Desa dalam melakukan perjanjian jual beli hanya
sebagai saksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah
Agung dalam memberikan putusannya mendapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan bahwa perjanjian jual beli
tanah dengan Surat Tanda Tangan di atas Segel yang diketahui oleh Kepala Desa
tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan.

Dengan demikian dilihat dari ketentuan diatas Majelis Hakim Mahkamah
Agung dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa tanah antara Ny. Suci
dengan Ny. Umirah dapat mempergunakan aturan-aturan vang ada pada Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 telah

diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
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4.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:
mengenai akibat hukum terhadap jual beli tanah secara sepihak atas perkara
Pengadilan Negeri Sumber No. 14/Pdt.G/1995/PN. Sbr adalah bahwa dalam
hal ini dinyatakan tidak sah, hal ini disebabkan oleh perjanjian jual beli yang
terjadi tidak beritikad baik dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Perjanjian jual beli tersebut dibuat pada Tahun 1974, hal ini
berarti terjadi setelah diberlakukannya UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961
yang pada dasarnya dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 10 Tahun 1961
pada intinya disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian
yang dimaksud tanpa akta oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah
PPAT;
hukum yang seharusnya diterapkan untuk melakukan jual beli tanah milik
antara Ny. Suci dengan Ny. Umirah adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997. Sedangkan perjanjian jual beli tanah milik antara Ny. Suci dengan Ny.
Umirah dilakukan pada tahun 1974, dimana telah diberlakukannya Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,
disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 pada
intinya disebutkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah yang melalui jual
beli, tukar menukat dan sebagainya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

28
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4.1 Saran
Saran yang dapat penyusun berikan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. dalam melakukan perjanjian jual beli tanah hendaknya diperhatikan bentuk
perjanjian, kelengkapan surat tanah, tanah tidak dalam keadaan sengketa dan
tidak berada dalam kekuasaan pihak lain, serta kepemilikan yang sah, dalam
melakukan transaksi jual beli tanah hendaknya dilakukan dihadapan Pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini PPAT atau Pejabat yang
berwenang;

2. Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara hendaknya memperhatikan
status kewarganegaraan pihak-pihak yang berperkara dan hukum mana yang
seharusnya dijadikan pedoman untuk memutus perkara tersebut.
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